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Baru-baru ini DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) telah mengesahkan secara resmi 50
(lima puluh) RUU (Rancangan Undang-Undang) untuk ditetapkan dalam Prolegnas (Program
Legislasi Nasional) Prioritas tahun 2020. Empat diantaranya adalah RUU tentang Cipta
Lapangan Kerja, RUU tentang Kefarmasian, RUU tentang Ibu Kota Negara serta RUU tentang
RUU tentang Ketentuan dan fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian yang disebut-
sebut sebagai Omnibus Law. Pemerintah sudah mengkonfirmasi bahwa beberapa RUU yang
termasuk dalam konsep Ommnibus law sudah ditetapkan sebagai RUU Prolegnas Prioritas 2020
yang mau tidak mau harus tuntas dan disahkan di tahun ini. Omnibus La sendiri merupakan
suatu terobosan hukum yang biasanya di terapkan di negara-negara Anglo Saxon seperti
Amerika yang mana berarti satu aturan hukum dibuat untuk menggantikan beberapa aturan
hukum yang lama sekaligus. Beberapa pakar hukum di Indonesia percaya bahwa pendekatan
Omnibus Law juga dapat menjadi jalan keluar/solusi atas tumpang tindihnya regulasi yang ada
di Indonesia baik dalam hirarki vertikal maupun horizontal yang seringkali saling berbenturan
sehingga menyulitkan pemerintah dalam mengambil kebijakan.

RUU Omnibus Law dalam perkembangannya memang banyak mendapat sorotan serta
reaksi dari masyarakat khususnya Jawa Timur, terutama RUU Cipta Lapangan Kerja.
Sebagaimana yang kita ketahui Jawa Timur merupakan salah satu propinsi dengan Upah
Minimun Propinsi (UMP) yang relatif tinggi. Beberapa pihak bahkan sudah ada yang
menggalang aksi menolak RUU Omnibus Law “Cilaka” karena dalam beberapa pasalnya
ditengarai akan menguntungkan kaum pengusaha dan merugikan kaum pekerja. Di sisi lain
Pemerintah meyakinkan bahwa RUU “Cilaka” sendiri dirancang untuk menaikkan iklim
investasi di Indonesia agar mampu membuka lebih banyak lapangan kerja. Problematika
bidang ketenagakerjaan di Indonesia memang masih menanggung banyak dilema dan
permasalahan di beberapa sisi. RUU Omnibus Law sendiri saat ini masih berupa draft/konsep
sehingga sebaiknya kita menunggu hasil pembahasan di DPR RI. Berharap agar kebijakan-
kebijakan pemerintah tidak menindas bangsa sendiri. Mari kita tunggu, kita kawal dengan cara-
cara yang baik dan pastikan pembahasan di DPR RI terkait Omnibus Law bisa maksimal dan

mengasilkan produk hukum baru yang sejalan dengan semangat Pancasila.
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